LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil English Proficiency Test (EPT)

No Seri : 122786
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

UPA PUSAT BAHASA
J.Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
=N THIS IS TO CERTIFY THAT
“Name : FIRDAUSIN N
Place of Test : LANGUAGE CENTER
1D Number : 20071010221

has achieved
: English Proficiency Test (EPT) Score : 483

Section 1 : Listening Comprehension 148

- Section 2 : Structure And Written Expression 149
Section 3 : Reading Comprehension And Vocabulary : 48
Score Benchmark :310-677
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Lampiran 2 : Transkrip Sementara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISE T, DAN TEKNOLOGI

UPN VE‘I_'_E_RAN JAWA TIMUR Ferimt
TRANSKRIP

NAMA FIRDAUSIN NUZULAH

NPM 20071010221

TEMPAT/TGL.LAHIR Kab. Tuban, 14 Agustus 2001

FAKULTAS FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
No. Nama Kuliah Sks Nilai  No. Nama Kuliah Sks Nilai
1 AGAMA ISLAM 2 A 32 HUKUM LINGKUNGAN 2 . A
2 ALTERNATIF PENYEL. SENGKETA D- - A 33 HUKUM MILITER 2 ‘B
3 BAHASA INDONESIA 3 A 34  HUKUM PAJAK 2y I
4  BAHASA INGGRIS DASAR 2 . A 35  Hukum Pelayanan Publik 2- A
5  BAHASAINGGRIS I 2 A 36 HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 2 A
6  BELA NEGARA < 37  HUKUM PERBANKAN 2 ik
7  ETIKA PROFESI HUKUM 2 B+ 38  HUKUM PERDATA & . . B¥
8  FILSAFAT HUKUM 2 A 39  HUKUM PERIKATAN - B
9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 2 A 40  HUKUM PERSAINGAN USAHA 2 A
10 HUKUM ACARA MAHKAMAH KONS - 41 HUKUM PERUSAHAAN 2. KA
11 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA 3 A- 42 HUKUM PIDANA 3 A
12 HUKUM ACARA PERDATA 3 B+ 43 HUKUM PIDANA KHUSUS CORE -
13 HUKUM ACARA PIDANA 3 A 44  HUKUM TATA NEGARA 8" A
14 HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA 3 A 45  HUKUM TELEMATIKA 2 A
15  HUKUM ADAT 2 A 46  HUKUM WARIS 2 98
16 HUKUM ADMINITRASI NEGARA 3 A 47  ILMU NEGARA 3 A
17 HUKUM AGRARIA 2 B+ 48  Kepemimpinan 2 A-
18 HUKUM ASURANSI 2 A 49  KEWARGANEGARAAN 8. As
19 HUKUM DAGANG 3 A 50 Kewirausahaan T
20 HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA 2 A 51  KULIAH KERJA NYATA 2 K
21 HUKUM DAN PERANCANGAN PERUNDAI23 - LADANGA52  METODE PENELITIAN HUKUM 3. A
22 HUKUM DAN POLITIK 2 A 53  PENDIDIKAN PANCASILA 3y A
23 HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER 2  B- 54  PENDIDIKAN&PELAT KEMAHIRAN HK 4 B
24 HUKUM EKONOMI SYARIAH 2 A 55 PENGANTAR HUKUM INDONESIA 3 A
25 HUKUM INTERNASIONAL 3 A 56  PENGANTAR ILMU HUKUM 8 A
26  HUKUM ISLAM 2. A 57  PERBANDINGAN HK. PERDATA 2 A
27  HUKUM JAMINAN A 58  PKL Profesi O
28 HUKUM KESEHATAN 2. A 59  PRAKTIKUM PERANC. KONTRAK D A
29 HUKUM KETENAGAKERJAAN 2 A 60  SKRIPSI 8 A
30 HUKUM KTAHANAN NEGARA < R 61  SOSIOLOGI HUKUM o kS
31 HUKUM LAUT 2 B8 =
JUMLAH SKS YANG DITEMPUH 149
INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,81 Surabaya,

v NP,
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Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

‘w FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar — Surabaya Jawa Timur 60294

Telp./Fax. (031) 8794313 http//. www.fhugniatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI
Nomor : SP/162/UN63.6/1X/2023

. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : FIRDAUSIN NUZULAH

NPM 1 20071010221

Program Studi : HUKUM

. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi :
Nama Pembimbing : ALDIRA MARA DITTA C.P. S.H.,M.H.
NIP/NPT : 19880322 201807 2 014

. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 04 September 2023

. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

e e

Dr. ERTIE

AT
N RINING NAWANGSARI, M.Si.
NI’E’.’.,_l»QE_B 16 199403 2 001
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Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

HEMENTERIAN PENDIDIXAN HEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “"VETERAN" JAWA TIMUR
FAUULTAS HutuM

HARTY BIMBINGAN SERIPI
*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

1. Nama Mahasiswa  : FIRDAUSIN NUZULAH

2. NPM./Program Studi : 20071010221 / ILMU HUKUM

3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HE--HAN—HRN ™) Pl SAL SATY

4. Tanggal Pengajuan : 06 SEPTEMBER 2023

5. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS
PENGGUNAAN DESIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN
KOMERSIAL TANPA 1ZIN DITINJAU DARI UU NO. 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
6. Pembimbing : ALDIRA MARA DITTA C.P. S.K., M.K.
NO. YANGGAL VIATER

3/ REVISE
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Surabaya, 3 Aynﬁ 2024

Menyetujui,
OORDINATAR PRT; RAM

mmmmn C.P. S.M., .M.

ADHITYA JUIDVA/KARTIL
NEP. 19880322 201807 2 001

NIP. 19900712 202012 2 003
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Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294

Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www ihupnlatimacid
FORM AJUAN JUDUL & PEMBIMBING (BARU) SKRIPSI

TA 2023/2024
Nama : Firdausin Nuzulah
NPM 1 20071010221
Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Hukum IPTot Pembimbing***: /M/ﬂs! maa 9(/#& ¢YW W—")

Judul Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa IZin
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Latar Seiring dengan berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga mempengaruhi kualitas
Belakang | hidup setiap masyarakat. Mudahnya proses menggunakan teknologi juga dahkan para kat dalam
menjalani kehidupan sehari-hari seperti misalnya melakukan jual beli secara online. Oleh karena itu, banyak sekali
bermunculan marketplace dan beberapa aplikasi yang dapat di kan oleh para p ha untuk 1
bisnis atau mengembangkan bisnisnya dalam bidang jual beli. Sejalan dengan b knya p ha-p
yang ber lan juga ulkan banyaknya per lahan dalam dunia bisnis. Berbagai masalah yang
terjadi sangat bervariasi, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga adanya tindakan curang dalam
a berusaha. Tindakan curang dilakukan oleh masyarakat demi persaingan usaha yang semakin ketat di masa ini.
o Dari beberapa per yang ada, tindakan curang yang dilakukan oleh beberapa pengusaha adalah
permasalahan yang paling sering terjadi. Seperti misalnya dengan menggunakan foto produk pengusaha lain
tanpa izin. Selain itu juga banyak sekali pengusaha yang menggunakan ide produk pengusaha lain dengan tanpa
~ | izin untuk keperluan komersial pribadi. Segala permasalahan terjadi dikarenakan masih banyak sekali
masyarakat yang kurang pemahaman dan kesadaran terkait dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari
(& itu, dari waktu ke waktu, permasalahan ini menjadi salah satu antisipasi oleh setiap pengusaha dalam proses
3 berusaha, sehingga sangat dibutuhkan sekali adanya suatu kebijakan atau ketentuan yang dapat menangani

per semacam ini ked

Sebagai negara yang ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, Indonesia mempunyai berbagai
aturan, kebijakan, dan ketentuan hukum untuk permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan
dinamika yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana dalam kasus tersebut di atas, terdapat undang-undang yang
dapat jadi ped dalam melak kan p kan hukum yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisa tentang
bagaimana konsep pemberian hak desain industri terhadap pendesain atas suatu desain industri? Dan bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial
tanpa izin berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri? dengan mengangkat
judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa lzin
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”.
Metode Normatif

Lokasi -

R R

Masalah 2.

gai konsep pemberian hak desain industri terhadap pendesain atas suatu desain industri?
Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pendesain atas penggunaan desain produk untuk

keperluan komersial tanpa izin berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri?

Surabaya, 15 Desember 2023

Menyetujui, Mahasiswa,
Koordinator Program studi Hukum***

NPM. 20071010221

Form ditulis dengan komputer dengan tanda asli, dal 1(satu) hal n
*Pilih salah satu, coret tidak perlu |***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi setelah mahasiswa submit
dan menghadap Koorprodi untuk validasi. |
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Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT

BUKTI REGISTRASI

NPM 1 20071010221
Nama : FIRDAUSIN NUZULAH
Alamat : DS. SUMURCINDE KEC. SOKO KAB.TUBAN KAB. TUBAN PROV.

JAWA TIMUR 62372

Registrasi Code ~ GENAP 23/24 70 1750 ~

1/5/2024

KEPALA BIRO ADMIK DOSEN WALI
ttd
DR. Sugeng Purwanto, S.E. M.M. Maria Novita Apriyani, S.H. M.H.

Copyright © 2024 teamBAKPK
www.upnjatim.ac.id
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Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAM, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ‘VETERAN'
JAWA TIMUR

KARTU RENCANA STUDI

NPM = 20071010221
Semester=Semester Genap TA.2023/2024
Nama = FIRDAUSIN NUZULAH

\Kode INama Kuliah|SKS|
1 [FH 191113|[Skripsi 6 |
| H 6 |

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen Wali

(Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H.)
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Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar — Surabaya 60294
Telp./ Fax. (031) 8794313 Laman : www.fhupnjatim.ac.id

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN MAGANG MBKM - PKL PROFESI

Nama Mahasiswa ‘f\RV)AUA W Nuuvlag

NPM. /Program Studi: ___ 2007 LO| 022) /HUKUM

Konsentrasi : PIDANA /RERDATA JHAN-HTN /HI") PILIH SALAH SATU
BDATA !
Judul :_Drogedur Pelgbinnaon Thsekun Pada Kuwus

Perbbuaton  Melawayn  Hujeum  Cpud) &
Pongudilan  Neped Bojonegore

B o g

Telah menyerahkan Laporan Magang MBKM - PKL Profesi kepada:

No. Nama Penerima Jumlah Hari/Tgl ] Tanda-tangan
, | Pembimbing* ’ K angs y
G . /3
. ) U %
] ZUnda WMila Fiviana GH. ul L e
' | et
| Ruang Baca* : 1
‘ | , ‘QV'L“( =
\( %tBgun? ) 8
Prodi Hukum* : | L/‘Ggﬂ,ﬁ
3. 24
( A)\”Yj V )| /g

*) "DENGAN 1 (SATU) CD

Menyetujui,
~ KOORDINATOR PRODI

NIP. 19900112 202012 2 003
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Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

. Firdausiu Muzulah

1. Nama Mahasiswa

2. NPM./Program Studi : _z00710r0221 /HUKUM

3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / Hi/ HAN-HTN'PILH SALAH SATU
4. Judul . pertindungan Hulwm  Terhadap pendecain  Avas

pongiunasn _ Dudin Produle Warwh Keperupn Komergial Tanpa (zn
O\'\'M}A\A Do uv\M’uM Mompc  3( Talwn 2000 Teutany Desawn \r\&w‘h’l.

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

Fo. Nama Penerima Jumlah Hari/Tgl Tanda-tangan
N [N
Pembimbing* 9/ W
1- U |
Frs vuaea DT CF, (H) U 3
" i y
Ruang Baca | ( 97.1 “
2. ( Soee/Jovo ) ol
Prodi** EM\Q“ |
3. ) : Qﬁ
| (MN\WYQ @ ) \ ’ 4{
*) Tergantung Permintaan )
*%) Satu Soft Cover Surabaya, ) fchwf 10.2\7
Mengetahui

A =
7/
Yy
YA K. $.H.,M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003
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Lampiran 10 : Hasil Turnitin Skripsi

SEMHAS FINAL FIRDA

ORIGINALITY REPORT

8% O 7%

2%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
new.bphn.go.id 2
%

.

Internet Source

repositori.usu.ac.id

Internet Source

]

2%

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

[]

1w

dspace.uii.ac.id

Internet Source

E

1w

journal.unesa.ac.id

Internet Source

&

1w

ojs.unud.ac.id

Internet Source

1w

docplayer.info

Internet Source

B B8

1w

dokumen.pub

Internet Source

1w

Exclude quotes Off Exclude matches

Exclude bibliography Off
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Lampiran 11 : Hasil Turnitin Jurnal

ARTICLE FIRDA.pdf

ORIGINALITY REPORT

21 19% 11 10«

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to Deptford Township High School

Student Paper

6w

=

ojs.unud.ac.id

Internet Source

1w

@

lonsuit.unismuhluwuk.ac.id

Internet Source

T

=

journal.unesa.ac.id

Internet Source

T

|

media.neliti.com

Internet Source

Tw

B B8

repository.ub.ac.id

Internet Source

pdb-lawfirm.id

Internet Source

1w
1w

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1o

ejurnal.ubharajaya.ac.id

Internet Source

1w

=
(=]

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

1w

H

Muchtar A. H. Labetubun. "ASPEK HUKUM
PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI
KERAJINAN KERANG MUTIARA DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA
AMBON", SASI, 2011

Publication

journal.uc.ac.id

Internet Source

T

Tw

vdocuments.site

Internet Source
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Menimbang  : a.

Lampiran 12 : Peraturan Perundang-Undangan

PRESIDFI
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG

DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memajukan indusiri yang mampu bersaing
dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional
perhu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi
masyarakat di bidang Desain Industri scbagai bagian dari
sistem Hak kekayaan Intclcktual;

. bahwa hal tersebut diatas didorong pula oleh kekayaan
budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka
ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain
Industri:

-4

bahwa  Indonesia  lclah  meratifkasi Agreement
Establishing tch Workd Trade Organization (Persctujuan
o Dunia)

yang,
kup I\[,;rormenl on Trade Related Aspects of
Property Rights { i Ps) dengan
Undang-Undang 7 Tahun 1994 schingga perhu diatur
ketentuan mengenai Desain Industri;
bahwa per
dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢ perlu dibentuk
Undang-undang tentang Desain Industri;

mes

d.

Mengingat:

@

m
2)

3

Pasal § ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045;
Undang-Undang  Nomor § Tahun 1984  lentang
Perindustrian  (Lembaran Negara Republik  Indoensia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agrr:r:mcnr Establishing the World Trade

Orge

Lembaran  Negara

»

®

T‘endag,angan Dunia)  Tambahan
Republik Indonesia Nomor 3561).

PRESIDEN
RCPUBLIK INDONLSIA

L1, Lisensi...

. Lisensi adalah izin diberikan olch pemegang Hak Desain Industri kepada

pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak
(bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ckonomi dari suatu
Desain Industi vang diberi perlindungan dalam jangka wakiu terlentu
dan syarat tertentu.

. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang

berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk
memperolch pengakuan bahwa al Penerimaan yang diajukannya ke
negara twjuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau persetj\ujuan
Pementukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama
dengan Tanggal Pencrimaan yang diajukan di negara asal sclama kurun
waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

. Hari adalah hari kerja.

BAB Il

LINGKUP DESALINDUSTRI

Bagian Pertama
Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru

Desain Industri d p baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain
Industri terschut tidak sama dengan pengungkapan yang lclah ada
schelmnya.

Pengungkapan sebelum, sebagimana dimaksud dalam ayat (2) adalah
pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

a. tanggal penerimaan; atau

b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Ilak Prioritas;

¢ telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3

Suatu Desal Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya,
Desain Industri tersebut:
a.

tlah diportunjulan dalam suatu pameran nasional ataupun i
di Indon
telah digunakan di
dengan Lujuan

a oloh Pendessin dalsm rangks percobsan
penclitian, atau

Bagian Kedua ...

103

Menetapkan

2. Pende:

3. adalah

4.
5. Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang di
-

8. Kuasa adalah

s

Dengan Persetujuan ..

Dengan Perselujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

BAR |
TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari
padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan
kesan cstetis dan dapat diwnjudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang
komoditas industri, atau kerajinan tangan.

in adalah seorang alau beberapa orang yang menghasilkan Desain
Industri.

Desain Industri yang

diajukan kepada Direkrorat Jenderal.
Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

berikan oleh negara
Republik Indonesia kepida Pendesaian atas hasil kreasings untuk selams
waktu lerlentu melaksannkan sendiri, atau memberikan perseljuanmys
kepada pihak lain untuk melaksanakan hal lorsebut.

6. Menleri adalsh Mnll(r-i yang membawshkan Departemen yang salah satu

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Ilak Kekayvaan
Intelektual, (en)nsuk Desain Industri.

7. Direktorar Jenderal adalah Direktorat Jenderal Ilak Kekayaan Intelektual

yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.

ltan Hak Kckayaan diataur

dalam Undang-undang ini.

9. ‘Tanggal Penerimaan adalah tanggal pencrimaan Permohonan yang telah

memenuhi persyarakat administratif.
Konsultan Tlak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian
di bidang Tak I(ckayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa
di bidang d Paten, Merek, Desain
Industri serta bidang-bidang Hak Kelayaan Intelekcusl lainnya dan
terdaftar schagai Konsultan Hak Kckayaan Intelektual di Dircktorat
Jenderal.
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Bagian Kedua
Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desai Indusiri
tersebut hertentangan dengan peratiran perundang-undangan yang berlaku,
ketertibun umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perindustrian Desain industri

Pasal 53

(1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka wakt
10 {scpuhih) tahun terhitung scjak tanggal Pencrimaan.

(2) Tanggal mulsi berlakunys jangks waklu pwelindungan sebagaimana
dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan dinmumkan dalam
Berita Resti Desain Industri.

Bagian Keempat
Subyck Desain Industri

Pasal 6

(1) Yang berhak memperoleh Ilak Desain Industri adalah Pendesain atau
menerima hak tersebut dari Pendesa

(2) Dalam hal Pendesain terdin atas beberaps orang A be
Desain Industri diberikan kepada mercka secara bersarma, kecunl
diperjaniikan lain.

Pasal 7

il

Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak
lain dalam lingkungan pekerjaannys, pemegang Hak Desain Indusiri
adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industsi itu
dikerjakan, kecuali ada perjanjian slin kedua pihak dengan lidak
mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industi it
diperluas sampai ke haar hubungan dinas.

(2) Ketentusn schagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang
dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Industi dibuat dalam hubungan kerja atau
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berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap
sebugai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika

diperjanikan lain antara kedua pihak.

Pasal § ...

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
tida menghapus hak pendesain untuk telap dicantumkan namanya dalam
sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desai Industri, dan Berita Resmi

Desain Industri.

Bagian Kelima,
Lingkup Hak

Pasal 9

[

Pemegang  Hak  Desain  Industri  me

Desain Mdusir.

@ ni dari i dimaksud dalam ayat (1)
adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penclitian dan
cndidikan scpanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

pemegang hak Desain Industri.

PERMOIIONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

Ilak Desain Industri atas dasar Permohonan.

Pasal 11

(

Udnang-undang ini.

s

Pemohon al.
Permohonan

rus memu
. tanggal, bulan, dan tahun sural Permohonan;

(3
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lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 34
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, pemegang llak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri
atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Perjnajian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri
pada Dircktoral Jenderal dengan dikenai biaya schagimana diatur dalam
Undang-undang
Perjanjian Liscnsi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Unum Desain tidak
berlak torhadap pihak kotiga.

Perjanjian Lisensi schagimana dimaksdu dalam ayat (1) diumumkan
dalam Berita Resmi Desain Industri.

B

Pasal 36

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan
akibal yang merugikan perckonomian Indonesia atau memual kelentuan
yang mengakibatkan persaingan usaha lidak sehat sebagimana dialur
dalam peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjnajian Lisensi yang

cmuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1
Ketentuan menenai  pencatatan — perjm
Kaputusan Presiden.

z

an Lisensi diatur  dengan

BAB VI
PEMBAIIASAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Permintaan Pemcgang Hak Desain Industri

Pasal 37

(1) Desain Industri terdafiar dapat dibatalkan olch Dircktorat Jenderal atss
permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Iak Desain Industri.

(2) Pembatalan Hak Desain Industri schagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak dapat dilakukan apabila pencrima Lisensi Hak Desain Indusiri yang

iliki  hak ckslusif  untuk
melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang
orang lainn yang tanpa persctujuannya membuat, memakai, menjual,

(an /atau barang yang diberi Hak

Permohonan  diajukan  sccara lorlulis dalam  bahasa Indoncsia ke
Dircktoral Jenderal dengan membayar biaya schagaimana diatur dalam

Permohonan Mtb“&alm‘\n‘i dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani olch

104

SIDFH
knuau KINDOHNESIA

. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
. nama, alamat lengkap, dan kewarganaan Pemohon;
d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama

kali, dalam hal Permohonan disjukan dacngan Hak Prioritas.
(4 Permohonan ...

(4)

Permnhonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desaian Industri
yang dimohonkan pendaflarantya;

b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

¢ sural  pernyatasn  bahws  Desain Industi yang  dimohonkan
pendaftarannya adalah milik Pemohon atem milik Pendesain.

(5) Dalam hal T diajukan secara be oleh lebih dari

Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon

dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lain.

{6} Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus
discrtai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa
Permohon berhiak alas Desain Industr yang bersangkulan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap
sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti scbaliknya.

Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

a. satu Desain Industri, atau

beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri
atau memiliki kelas yang sama.

Pasal 14

{1} Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik
Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2) Pemohon schagiamana dimaksud dalam ayal (1) harus menyatakan dan
memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan mengani syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan
Hak Kckayaan Intclekiual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan

o
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tercatat dalam  Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan
perselujuan  secara  tertulis, yang  dilapicksn  pada  permohonan
pembatalan pendafiaran lersebu

(3) Keputusan pembatalan Hak Desain Indusiri diberitshukan sceara lertulis
olch Dircktorat Jenderal kepad.

a. pemegang Tak Desain Indus

b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam
Daftar Umum Desain Industri;

. pihak yang dengan bahwa Hak
Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi
terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

(1) Keputusan ...
4 I dimaksdu dalam ayat

(1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan
dalam berita Resmi Desain Industri.

(5) i dimaksud dalam ayat
(1) dicatatkan dalam Dafiar Umum Dessin Industr dan diumumkan
dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua
Pembatalan Pendaflaran Berdasarkan Gugalan

Pasal 38

(1) Gugatan pembatalan pendaflaran Desain Industri dapat diajukan oleh
pihak yang dengan alasan dimaksud dalam
Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Putusan Pengadilan Niaga schagaimiana dimaksud dalsm ayat (1) tentamg
pembatalan pendaftaran Ilak Desain Industri disampaikan kepada
Direktorat Jenderal paling lama 11 fempat belas) hari setelah tanggal
putusan diucapkan.

B

Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan

Pasal 39

(

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan keepada Ketua
pengadilan ninga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili

(2]

Dalam hal tergugal bertempat tinggal di lusr wilayah Indonesia, gugatan
terschut disjukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Panitcra mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima
yang ditandalangani panitera dengan langeal yang sama dengan
Lamggal pendafiaran gugatan

Panilera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketus Pengadilan

(3

(4)
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Niaga dalam jangka waklu paling lama (dua) bari terhitung sciak gugatan
P g {eun) Brerae (1) Dalam hal pendafiaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hm wrmmng scjals tangeal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak
gugatan qugatan melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhimya jangka wakiu yang
dan menetapkan hari sidang. ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam {2} Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib
jangka wakiu paling lama 60 (cnam puluh) hari sclelah gugatan meneruskan  pembayaran royalti vang seharusnya masih  wajib
didaftarkan, dilakukannya kepada pemcgang Hak Dosain Industri yang haknya

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) tetapi wajib rovalti untuk sisa
hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. jangka wakru Lisensi yang dimilikinya kepada pemagang llak Desain

Tndusiri yang sehenarmya.
(8) Putusan ...

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah gugatan didafiarkan dan dapat diperpanjang,
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persctujuan Ketua Mahkamah BAB VI
Agunig. RIAYA

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagimana dimaksud dalam ayat (8)
yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari Pasal 15
putusan lersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umuom
dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan (1) Pencrima sctisp pengajuan  Permohonan, pengajuan keberatan  atas
terschut disjukan suatu upaya hukum. Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri,

(10) Salinan purusan Pengadilan Niaga sebagiamana dimaksud dalam ayat (9) pormintaan _dokumen prioritas Desain Industri, permintaan  salinan
wajib disampaikan oleh juru sita kepada pata pihak paling lama 11 Sertifikat Desain Industri, hak,

(empat belas) hari setelah purusan atas gugatan pembatalan diucapkan. hak, surat perjanjian Lisensi, serta
lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang
Pasal 40 jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan. jangka waktu, dan tata cara
Terhadap putusan Pengadilan Niaga i dimaksud dalam Pasal biaya dalam ayar (1) diatur dengan

38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Kepulusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat
Pasal 41 sendiri biaya dalam ayat (1) dan ayal
2) pes -undang yang berlaku.

(1) Permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan

paling lama 11 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang

asasi alau kepada para pihak BAB VIII
dengan B kepada panitera yang telah memutuskan gugatan PENYELESAIN SENGKETA
terscbut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang Pasal 46
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama (1) Pemeng Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat
dengan tanggal penerimaan pendaltaran. siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera schagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi a. gugatan ganti rugi; dan/atau
didaftarkan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1). b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi (2) Gugatan sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1) disjukan ke Pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam ayal (3) kepada pihak termohon kasasi Niaga).

,,w%:—‘n
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Pasal 54
Pasal 47
(1) Berangsiaps dengan sengaja dan lanpa hak melakukan perbuatan
Selain peny jan gugatan i dalam Pasal 46 sebagaimana dimaksud dalum Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau paling lama 4 (cmpat) tahun danfatau denda paling banyak
alternatif penyelesaian sengketa. Rp.300.000.000,00 9tiga ratus juta rupiah). »
(2 dengan sengaja melanggar kelentuan dimaksud
d.nlam Pasal a Paml 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara
paling  lam: aty) tahun dan/atau  denda paling banyak
Pasal 48 Rp. ﬁ 0004 mm nn {empat puluh lima ]u'a/ruplsh) pene >

. i (3) Tinduk pidana schagaimana dimaksud dalaom ayasl (1) dan ayal (2)
Tata cara gugatan sebaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 11 merupakan delik aduan.
berlaku secara mutatis muntadis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 16.

BAHXII ..
BABIX ...
BAB IX HAR XII
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN KETENTUANPERALIHAN
Pasal 19 Pasal 55
: . - (1) Pendesain yang telah m.—m,mmm.k.m Desain Industri dulan wkatu 6
Berdasarkan bukti yang cukup, piiak yang haknya dirugiken dapat {enam) bulan scbehum o s gl
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan  sural  penetapan Und; Aangial
suncmm tentang: (2) Permohonan sebagaimama dimaksdu dalam ayat (1) harus dilakukan
gahan masuknya produk vang berkaitan dengan pelanggaran Ilak dalam waklu pdluq., plama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya
Desain lndusm. Undang-undang in:
b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain
Industri.
BAB XIIT
Pasal 50 KETENTUAN PENUTUP
Dalam surat sementara i i dalam Pasal Pusal 56

49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak

berlakuny: U o ini, it Pasal 17
yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut Dengan: berlalunya. Undangundeng: [ol; lstentuan: Fasa

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara

untuk didengar keterangannya. Republik Indonesia Tshun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 51
Dalam hak hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan Pasal 57
hakim ilan Niaga yang i sﬂ\gkna tersebut harus
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
sebagaimana (hmaksud dalam Pasal 49 dalam \vaktu paling lama 30 (tiga ,, Agar sclisp .
pulub) hari sejalc di et Undang. ini dengan dalam Lembaran Negara Republik

tersebut.
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Lampiran 13 : Putusan-Putusan Terkait

Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HK1/2016

Direktori Agung @ Direktori Agung
putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN 27. Bahwa Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dengan ini memohon

Nomor 445 KiPdt Sus-HKI2016 kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadii Perkara
Kasasi a quo berkenan menyatakan bahwa Judex Facti telah salah
menerapkan hukum yang beraku dengan tidak mempertimbangan
hukum yang cukup atas Fakta Hukum yang berasal dari beberapa Bukti
Pendafiaran desain industri Terdahulu yang diajukan oleh Pemohon
Kasasiidahulu Penggugat dalam Persidangan. Dengan demikian,
Pemohon Kasasi! dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA|
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industi)

pada tingkat kasasi telah memutus sebagal berikut dalam perkara antara:
Tuan GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat finggal di
Perum Citra Garden | EXT Biok AB 67, RT 005, RW 015,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakata Barat, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Suryomurcito, S.H. MH.
dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual, paca kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual Suryomurcito & Co, beralamat di Sute 702 Pondok
Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
7 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

Tuan TONI, Warga Negara Indonesia, beraiamat di Duta Harapan
Indah, Blok P47, RT 007/RW 002 Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Turman M. Panggabean, S.H.. MH.. dan kawan-
kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Tuman M.
Panggabean, SH. MH., beralamat di Ruko Gempaka Mas Blok
824 Jalan Lefiend Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Knusus tanggal 1 April 2016, sebagal Temohon Kasasi
dahulu Tergugat;

Majelis Hakim Agung yang mengadiii Perkara Kasasi a quo berkenan
untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak
untuk memeriksa sendini perkara ini dan membatalkan putusan Judex
Facti yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat
untuk keseluruhannya.

28. Bahwia disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi’ dahuls
Penggugat tetap pada dalikdali serta argumen-argumennya
sebagaimana ftelah dikemukakan dalam gugatan, replk, dan

dalam tingkat

di Pengadian Niaga

pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat.

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneiti secara saksama memorl kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra
memon kasasi tanggal 8 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex
Facti. dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tidak sebagai berikut:

Bahwa Desain Industr dari Tergugat pada saat pendaftaran benar hasi
kreasi sendii, hal tersebut telah diakui oleh BOGO Opfical Sdn Malaysia
berdasarkan Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Tuan Toni tanggal
1 Juni 2008, Dan Desain industi Tergugat telah hius pengajuan
substantifiadministrasi di Direktorat Jenderal Hak]

Dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA
LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, sebagal Turut Termohon Kasasi dahulu
Tundt Tergugat,
Mahkamah Agung tersebut,

Bahwa dengan demikian terbukti Desain Industri milik Tergugat yang
terdaftar pada Nomor ID 0 012832 D atas nama Tergugat merupakan desain
industri yang baru karena telah memenuhi syarat kebaruan (Novel)
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun
2000 tentang Desain Industri

Htoran 1 s 25 Hal Pzsan Nemor 445 K/Pe Sus (002016 Hstamaan 23 dan 25 el Putusan Homor 465 K/Put Sus HKVZ016.

Hotaman 23

Direktori P
putusan.mahkemahagung.go.id

h Agung R
e Direktori Putusan
putusan mahkamahagung.go.id

Agung Rep

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
bahwa Putusan Pengadian Niaga pada Pengadilan Neger Jakaria Pusat dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang,
sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan
GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemochon
Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatian, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008, serta
peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILE

Menolak pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tuan GUNAWAN
tersebut;

Menghukum Pemohon KasasiiPenggugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi sejumiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianiah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 26 Jull 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, | Gusti
Agung Sumanatha, §.H.. M.H. dan Sudrajad Dimyati, $.H.. M.H.. Hakim-Hakim
Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh
Anggota-Anggata tersebut dan Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
T, T,

| Gusti Agung Sumanatha, S.H.. MH. H. Hamdi, S.H.. M.Hum.
Td

Sudrajad Dimyati, SH, MH,
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Panitera Pengganti,
T
Rafmiwan Muraneti, SH, MH

Biaya-biaya
1. Meteral Rp  6.000,00
Redaksi Rp 500,00

. Administrasi
Kasasi Rp 498900000 +
Jumiah Rp 5.000,000,00

2
3.

MAHKARMAH AGUNG R |
An. Panitera
Panitera Muca Perdata Khusus

Rahmi Mulvati, S H. MH.,
NIP. 19501207 198512 2002
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Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum  Penggugat membayar biaya perkara ini  sejumiah
Rp911.000,000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadimya Penggugat pada tanggal 7
Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan
kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oklober 2014
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Okiober 2014, sebagaimana
femyata dari Akia Permononan Kasasi Nomor 01/PatSus-HKK 2014PN
Niaga.Smg jo. Nomor 01/Pdt Sus-HKIIK/2014/PN Niaga Smg. yang dibuat olen
Wakil Panitera Pengadian Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang,
permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadian Negeri Semarang tersebut
pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah
dibertahukan kepada Termohon KasasiTergugat pada tanggal 21 Oktober
2014, kemudian Termohon KasasiTergugat mengajikan jawaban memorl

TUSAN
Nomor 301 KiPdt.Sus-HKI/2015

AN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain
industr) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berkut dalam perkara
antara:
PT BATIK KERIS, yang diwakii oieh Direktur Utama Handianto
Tiokrosaputro, beralamat di Kelurahan Cemani, Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57191, dalam hal Inl memberi kuasa
kepada George Widjojo, S.H, dan kawan-awan, para Advokat,
beralamat di Jalan Kall Besar Barat Nomor 5, Jakarta Kota,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat:
Melawan
WENNY SULISTIOWATY HARTONO, bertempat finggal di Pur
Excekutf Biok CJ/11, Keluahan Tawangsari, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini
member kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, SH., dan
Kawan-kawan, para Advokat. beralamat di Jalan Semarang Indah
D 16 Nomor 5, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kasasi yang ditesitma d L Nisga pada
Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014: Semarang patkgugal 27 Oktober 2014;
o asni dabdis Tarmugei Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
[ —— teiah dbertahukan kepada pihak lawan dengan saksama. diajukan daiam
IS aselivat g e tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut temyata bahwa sekarang sehingga permohonan kasasl tersebut secara formal dapat diterima:
Pemohon Kasasi dahulu sebaga Penggugat telah mengajukan gugatan Wperimbam et
terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Kasasi/Penggugat didalam memor| kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagal 1 menyatakan. bahwa " petitum . Penggugat yaqggimeminta putusan: baiwa
) desain Industry mili TergugatTermohon Kasasi harus dnyatakan ticak
(1) Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan pendafiaran baru, menurut Judex Fact adalah tidak benar karena desain ndust yang
desain industi sebagaimana yang felah terdaftar dalam Dafiar Umum telah terdaftar pada Direktorat HaK| adaiah sah yang harus dilindungl olen
Desain Industr i Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Undang-Undang; Gimana * sesusfdepiiy keterangan sakei”ahii-yang

Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak menyatakan bahwa siapa yang terdafiar terlebih dahulu dianggap sebagai
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Pendesain. Oleh karenanya Petitum Pertama dalam gugatan Penggugat
Indonesia yaitu terhadap: tidak dapat diterima;

[]  Nomer PendaftaranSertfikat : 1DDOD0003S061:

Hal. 1 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt Sus-HKI2015
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berpendapat bahwa Judex Fact telah salah menerapkan dan menafsikan
i i G oy pembatalan” menyatakan bahwa apabia suatu hak telah terdafiar dan
dianggap sebagal pemilk petama maka bdak dapat digugat
Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 200 tentang Desain o iy o Detigadhen Mg
Industri khususnya dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 13, Bahwa sudah seharusnya Judex Facti ‘Demi Keadilan Berdasarkan
QURRRUTNL 014N Niaga Semarang; Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah dapat mengetahui tentang adanya
Bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Nohbur yaing hakhi yarg cipedumngain oleh Pemition Kasisl
Industri adalah mengenai “Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan bukannya dengan secara salah dan kel mencark-carl pembenaran
Gugatan” dan gugatan pembatalan atas suatu desain industr yang teiah dan mencan celah dan alasan unfuk membenarkan tindakan
tercaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan pendaftaran desain industi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi:
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4; 2. Putusan Pengadlan Niga pada Pengadian Negeri Semarang Nomor
Bahwa dengan dasar dan ketentuan dan Pasal tersebut maka sudah 01/Pdt.Sus-HKI2014PN  Niaga Semarang tanggal 7 Oktober 2014
jelas bahwa suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan Kkhususnya bagian Pokok Perkara harus diperbalki karena kurang cukup
gugatan pembatalannya kepada Pengadian Niaga dengan dasar dan perimbangannya * (Omoidosnde. Gemofs] Jeerta  Judex  Fack leish
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang hurang el memerksa perkira baTeupenal’-soal ‘penerspan: dan
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga penatdan S o pan LA e
pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini telah salah dan keliru 2 2::::;:;’ :x;:fk:::;i:“;"m::::f::”::
dalam menafsirkan pasal dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 ;
: metanggar norma kepatutan (Redslykheid) dan ketertiban umum untuk
{entang Desaln Indigs tidak mendaftarkan desain industi Nomor IDDO00D035060,
1.2, Bahwa keterangan dari Saksi ANl yang diadikan landasan dan dasar Eaner e Sl
dalam permbangan hukum Judex Facti tersebut yang menyatakan 22 Bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara jelas
bahwa karena desain industri sudah terdaftar maka dlanggap sebagai menyatakan hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain
Pendesain adalah salah dan keliru karena meskipun suatu desain industs tersebut engarperatiren
industri telah terdaftar dan dianggap sebagai pendesain tetapi bukan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusiaan;
berarti tdak dapat digugat pembatalan pendaftarannya dan tidak 23 Bahwa Pengertian istlah keteriban umum adalsh apabia desain industr
i hak pinak fain yang untuk tersebut telan diketahui sebagai desain ndustn dikenal Wias sebagai
gugatan pembatalan alas desain industri yang telah erdaftar tersebut; desan yang bersfat umum dan telah menjadi milik umum, okeh karena
Bahwa perimbangan Judsx Facti tersebut jelas-jelas telah salah dan desan industri adalah bdak baru dan tidak ndt
berlantangan dengan Undang Undang Neaf 30 Tahun 2000 unsur kebaharuan karena desain ndusti yang sama telah banyak dimiik
Missiva Pkl 38 ARRE(TY pinak lain karena teiah bersitat ik umum (public domain)
ik apable adacas e e i i s 24, Bahwa apabila landasan pertenbangan hukum Judex Fact telan salah
mengena ketentuan hukum Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomar 31 :;‘::::J\’:':;::mx::;::m“’:m”u::‘:‘" kelru pula dalam
Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka akan keliry dan salah pula 25 B st ot e natimbmesn Wy sebi
dalam merpertimbangkan makna dan tjuan hukum dan Pasal tersebut; tirongimn e eitishngn i Yong st
Baltiva fidak adu sfiRglctn Ketentuanundang-undang Miusus putusan perkara Nomor O1/PdtSus HKI2014/PN Niaga.Semarang
mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang. Paten. Desain meriack solahdcR kel
Industri, Hak Cipta Rahasia Dagang, Desan Tata Letsk Sirkuit
TerpadWDTLER NP erisku sast i Kusuanys mengenal ‘gugatan Hal. 11 dari 17 hai Put Nomor 301 KiPdt Sus-HKIZ015
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w

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum
pembukiian yang seharusnya dilakukan oleh Judex Facti sesuai dengan
tata cara persidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang;

Bahwa karena Judex Facti telah kelinu dan salah dalam pertmbangan
hukumnya dalam menilai dan memahami pengertian, hukum melanggar
Ketertiban umum maka kepentingan hukum Pemohon Kasasi telah
sangat dirugikan:

Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan persyaratan yang diwajibkan

oleh Hukum Acara yang harus dilaksanakan di dalam persidangan dimana
Judex Factitidak boleh meminak dan harus bersifat adil;

ERN

©
9

@
w

Bahwa kutipan keterangan Saksi Ahil dipersidangan telah keliru dan
telah terjadi kesalahan yang berakibat dan membawa konsekuensi
hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;
Saksi Ahli telah salanh dan keiru karena memberkan opinipendapat
hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor
31 Tahun 2000;

. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa desain industri yang sudah

terdaftar pada Direktorat Jenderal HaK| harus dan wajib dilindungi oleh
Undang-Undang dan tidak bisa digugat:

Pendapat hukum Saksi Anli yang keliru dan salah tersebut telah dipakai
oleh Judex Fact! dalam pertmbangan hukum putusannya. padahal
Ketentuan dan pendapat Saksi Ahi tersebut telah bertentangan cengan
Ketentuan hukum tentang gugatan pembatalan atas desain Industri
berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;

. Bahwa pendapat Saksi Ahli telah bertentangan dan salah karena

melanggar ketentuan hukum Pasal 4 dan pasal 38 ayat (1) Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Jadi tidak ada satupun hak atas suatu desain industri yang ber
mutlak dan tetap serta tidak dapat diganggu gugat karena berdasarkan
Ketentuan hukum Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, hak
desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku.
ketertiban umum, agama atau kesusilaan:

Sehingga berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31
Tahun 2000, gugatan pembatalan pencafiaran desain industri dapat
diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana

itat
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dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4, gugatan mana dapat diajukan
kepada Pengadilan Niaga;

. Bahwa Judex Facti telah berindak sangat tidak adil karena mengambil

alih kesalahan pendapat hukum Saksi Ahli dalam landasan hukum
putusannya Tindakan dan pertmbangan hukum Judex Fact sangat
merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi

4. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

a1,

43

Bahwa Judex Facti sama sekiai tidak mempertimbangkan bukt-bukti
yang disjukan oleh PenggugatPemohon Kasasi
berdasarkan surat-suratidokumen sebagai alat bukii telah dapat
diketahui halhal sebagai berikut:

Bahwa desain industri yang diajukan oleh TergugatTemmohon Kasasi
tidak memenuhi syaratiunsur kebaruan (novelty) sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industr, oleh karena desain industri “TAS" dengan iaim
“Konfigurasi” yang  dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat/
Temohon Kasasi pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian
dikabulkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Desain Industi dengan
Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDDO00003SC00 dan
IDDO0C0035061 adalah sampai dengan pengungkapan yang telah ada
sevelumnya jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain

oleh Tergugat/

i oleh Terguga
memenuhi syaratiunsur kebaruan (novelty) sebagaimana dpersyaratkan
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industl oleh karena darl bukt P-5. P-5, P-7. P-8 jelas terbukt
bahwa tas dengan konfigurasi seperti milik TergugatTemmohon Kasasi
sudah beredar dipasaran jauh sebeum TergugatTemnchon Kasasi
mengajukan pemmohonan pendafiaran desain industrinya di tanggal 4
September 2012, dengan demiian buki-buki tersebut sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000
sebagal objek permohonan yang harus ditolak karena tdak mengandung
unsur baru (ot novetty) sebagal suatu desain industry;

oleh karena

Kasasi tidak

. Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat/Temmohon Kasasi

tidak memenuhi syaratunsw Kebaruan (novelty) sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Incusti oleh Karena dan bukti P-9, terbukti
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bahwa atas suatu desaln industri yang sudah beredar jauh sebelum
tanggal pemohonan  pendaftarannya,
bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31
Tahun 2000 karena fidak mengandung unsur baru nof novelty) sebagai
‘suatu desain industri;

harus  ditolak  karena

5. Bahwa desain industri yang diajukan oleh TergugatTermohon Kasasi
tidask memenuhi syaratiunsur kebaruan (novslty) sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan Buktl .10, P-11
dan P-13, terbukti bahwa tas dengan konfigurasi sebagaimana yang
terdapat pada sertifikat desain industri milik Tergugat/Termohon Kasasi
sudah sejak lama diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat/Termohon
Kasasi, dan dari bukti fersebut juga mengkonfrmasikan bahwa
Iah memproduksi tas dengan konfigurasi
tersebut sejak tahun 1998 jauh sebelum tanggal disjukan permohonan
pendaftaran desain industri a quo;
6. Bahwa desain industri yang diajukan oleh TergugatTermohon Kasasi

Tergugat/Termohon Kas:

tidak memenuhi  syaratiunsur kebaruan
dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan bukti P. 12, terbukti

dalam

(novelty) sebagaimana

bahwa TergugatTermohon Kasasi sendiri

telah dan

mengakui

las dengan
konfigurasi desain industr tersebut sejak tahun 1, dan pemyataan ini
justru TergugatTermohon Kasasi sendiri yang membuktikan bahwa
desain industrinya bukan merupakan suatu hal yang bary;

7. Sekali lagi pembuktian, bahwa desain industri yang diajukan ocleh

TergugatTermohon Kasasi tidsk memenuhi syaratfunsur kebaruan
(novetty) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena dan
bukti P14, menjelaskan bahwa pihak Dir.Jen. HKI telah menolak
permohonan pendaftaran desain industri yang apabila berdasarkan
eksaminasinya ternyata diketahui bahwa desain tersebut sudah beredar
dipasaran (dipasarkan) karena telah dipublikasikan/ dilayangkan dalam
lamanisitus intemet sebelum tanggal permohonan disjukan sehingga
desain industri tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka
permohonan tersebut harus ditolak;
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48, Bahwa disamping Judex Facti sama sekall tidak mempertimbangkan

buktibukti yang disampaikan oleh PenggugatPemohon Kasasi, Judex
Factijuga telah menafikan keberadaan Jurisprudensi Mahkamah Agung
yaitu Putusan Kasasi Nomor 024 K/IN/HaKI/2006 tanggal 6 September
2006 jo. Nomor 12/Desain Industri/2006/PN.Niaga Jkt Pst. tanggal 21
Juni 2006 antara Sumarka Liman vs. Megusdyan Susanto mengenai
gugatan pembatalan pendaftaran desain industi Nomor ID 0 008 028-D
judul “Tip Refil Ballpoint" dimana dalam putusan tersebut Judex Juris
telah mengadii sendiri dan menerima gugatan PenggugatPemahon
Kasasi (Sumarko Liman) dengan menyatakan bahwa desain industri
Nomor ID 0 008 028-D judul “Tip Refit Ballpoint' atas nama Megusdyan
Susanto adalah tidak baru dengan pertimbangan jauh sebelumnya
desain tersebut sudah beredar dan dipasarkan sebelum tanggal
permohonan pendafaran diajukan;

Bahwa melhat kepada hakhal di atas, maka sudah selayaknya Putusan
Pengadian Niaga pada Pengadian Negeri Semarang Nomor O1f
Pdt Sus HKI2014/PN Niaga Semarang tanggal 7 Oktober 2014 tersebut
harus diperbaiki karena putusannya menyimpang dari fakta hukum

persidangan yang telah terjadi selama persidangan;
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah membuktikan
bahwa Judex Facti telah melanggar atau telah tidak mefaksanakan hukum
dengan baik dan benar atau setidak-tidaknya telah keiru dalam menerapkan
dan menafsirkan hukum khususnya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri:

Karena hathal tersebut di atas dan demi kepeningan hukum yang adil,
Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Yang Muia Bapak
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatian bahwa telah
terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah
dipakai cieh Judex Facti dalam perimbangan hukum putusannya tersebut
Jadi jelasiah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Nomor
01/Pat Sus. HKI/2014/PN.Niaga. Semarang tanggal 7 Oktober 2014 adalah
keliru, tidak adil dan telah melewat batas kewajaran baik ditinjau dari segi
Ketentuan hukum yang berlaku maupun logika yang benar dan wajar dilihat
dari kebenaran yang hakiki menurut sistem hukum yang beriaku;

Bahwa desain industry yang dimiliki Termohon Kasasi tidak memenuhi
unsure kebaruan, karena sudah lama dipakai dan merupakan desain umum
dan sudah lama beredar bak di Indonesia maupun di mancanegara;
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pemohon Kasasi yang sedang
menuntut keadilan terhadap hak atas desain yang telah dipakai dan menjadi
milk umum yang oleh Termohon
Termohon Kasasi sebagai pendesainnya padahal hak atas desain itu telah
lama dipakai dan telah beredar di pasaran. Hak atas desain Termohon
Kasasi telah masuk dalam kategori milik umum (public domain):

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Okiober 2014 dan
Jawaban memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti dalam hal il putusan Pengadian Niaga pada
Pengadilan Negerl Semarang tidak salah menerapkan hukum, namun demikian
Majefs Hakim memandang perly untuk melakukan perbakan sepanjang
mengenai amar putusan Judex Fact, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa disebabkan Judex Factitelah mempertimbangkan pokok perkara dan
Penggugat tidak berhasil membukiikan gugatannya maka amar putusan
Judex Facti bukan *gugatan tidak dapat diterima” melainkan gugatan harus
ditolak:

WMenimbang, bahwa berdasarkan periimbangan tersebut di atas, ternyata
bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negen Semarang dalam
perkara ini fidak bertentangan cengan hukum daniatau undang-undang,
sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Batik

Keris tersebut harus ditclak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang
akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum
iaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang De:
Indust, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubshan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta

gan lain
MENGADILE
- Menolak permohonan kasssi dari Pemohon Kasasi PT BATIK KERIS tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal Put.Nomor 301 K/Pdt Sus-HI

Direktori Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar pubusan Pengadian Niaga pada Pengadilan Negeri
‘Semarang Nomor 01/Pdt. Sus-HAKI/2014/PN.Niaga. Smg. tanggal 7 Oktober
2014 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berkut

Dalam Eksepsi:
- Menolak Exsepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat;
Menghukum Pemohon Kasasi uniuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (ima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman,

SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdaly, SH.. MH, dan Dr. Nurul Elmiyah,

SH. MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari it juga oleh

Ketua dengan dihadii oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry

Agustina Budi Utami, SH., .H,, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri olen

para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd ISokoni Mohdally, S H., MH. Tid/
Tt./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.. MH. Dr. H. Abdurrahman, SH., MH,

Panitera Pengganti,
Tt

Biaya-biaya Kasasl: Ferry Agustina Budi Utam, S.H. MH.
AMeterai . ....Rp 600000
2Redaksi. - Rp 5.000,00
3. Administrasi kasas. Rp4.989.000,00

Jumiah ... . Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R |

An.
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SHMH. )
NIP : 19591207 1885 122 002

Hal. 17 dari 17 hal Put Nomor 501 K/Pdt Sus-HKI12015

Hataman 16
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Lampiran 14 : Kutipan Sumber Data dari Internet

“Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia”, diakses pada

24 Februari 2024.

Katalog Produk 3 [JECUCREEEuEULe

Pro & Solusi info Hukum - Event & Awards Daftar  Masuk

Beranda > Berita > Kolom

Oleh: Hendra Setiawan Boen *)

Penilaian Kebaruan Menurut Hukum
Desain Industri Indonesia

e depan, perlu dirumuskan penjabaran tentang bagaimana menilai unsur

kebaruan suatu desain industri

Berita Populer

Hendra Setiawan Boen

RUU Penyiaran Berpotensi Berangus
Kebebasan Pers

DIREKTORAT JENDERAL
IH KEXAYAAN INTELEXTUAL Beranda Permohonan Penelusuran Pengaduan Tentang DJKI = Unduhan FAQ

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Beranda > Kekayaan Intelektual

Paten Pengenalan Desain Industri

Merek. Apa yang dimaksud desain industri?

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan

Desaln Industrl warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimen:
produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

erta dapat dipakal untuk menghasilkan suatu

Hak Cipta
Desain Industri yang dapat didaftarkan

1. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerim:

Indikasi Geografis

KBBI “Hukum”, diakses pada 15 September 2023.

K Hasi Pencarian - KBBI Vi Daring X

i ke

oo, KBBI VI Daring cari  Seputar Laman DafscBay  Mbsuk

@ Informasi: Temukan bantuan menggunakan KBBI Daring

B

hu.kum

Etimologi: [Informasi eti

logi hanya ters

dia bagi pengguna terdaftar]
1. n peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
2. n undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyar.
3. n patokan (kaldah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu
4. n keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan);

© Pesan Redaksi

Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakai akun y

Jika Anda belum menmiliki akun yang terdaftar, silakan mendaftar melalul tautan
Mendaftar dalam laman KBBI Daring akan

+ memudahkan pencarian Anda melalui berbagai fitur yang hanya tersedia bagi pengguna terdaftar
* memberikan Anda hak berpartisivasi dalam penaavaan kosakata bahasa Indonesia denaan memberikan usulan kata/makna baru atau perbaikan pada »
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KBBI “Ide”, diakses pada 14 September 2023.

an - KBBIVI Daring X+ o X

kbbi kemdikbud go.d/entri/id

BADAN PENGEMBANGAN

Dan pemBinaAn Banasa  KOBI VI Daring  cari

Seputar Laman Daftar Baru ~ Masuk

n rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita
2. n perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran

© Pesan Redaksi

Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakai akun yang terd Dari

Jika Anda belum memiliki akun yang terdaftar, silakan mendaftar melalui tau
Mendaftar dalam laman KBBI Daring akan

« memudahkan pencarian Anda melalui berbagai fitur yang hanya tersedia bagi pengguna terdaftar

« memberikan Anda hak berpartisipasi dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan memberikan usulan kata/makna baru atau perbaikan pada
KBBI
menampilkan hasil pencarian dengan tambahan informasi yang lebih lengkap (misalnya, informasi etimologi)

KBBI “Komersial”, diakses pada 15 September 2023.

kbbi kemdik

fentri/komersial * O &

Dan pemamaan aarasa  <BBLVIDanng  car - Seputar Laman Daftar Baru  Masuk

@ Informasi: Temukan bantuan menggunakan KBBI Daring di s
ol B

ko.mer.si.al /komérsial/
bentuk tidak baku: komersil

e,

1. & berhubungan dengan niaga atau perdagangan
2. a dimaksudkan untuk diperdagangkan
3. 2 bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya)

@ Pesan Redaksi

Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakai akun yang terdaft

dalam laman KBBI Darl:

Jika Anda belum memiliki akun yang terdaftar, silakan mendaftar melalui tautan ini.

Mendaftar dalam laman KBBI Daring akan

+ memudahkan pencarian Anda melalui berbagai fitur yang hanya tersedia bagi pengguna terdaftar

+ memberikan Anda hak berpartisipasi dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan memberikan usulan kata/makna baru atau perbaikan pada
vant

KBBI “Perlindungan”, diakses pada 22 November 2023.

kbbi kemdikbud go.id/ents

BADAN PENGEMBANGAN

Dan pememiaan aanasa BB VI Daring cari  Seputar Laman Daftar Baru  Masuk

@ [nformasi: Temukan bantuan menggunakan KBBI Daring di sini.

lindung® » per.lin.dung.an

Tesaurus

1. n tempat berlindung
2. n hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi

© Pesan Redaksi

Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakai akun yang terdaftar dalam laman KBBI

Jika Anda belum memiliki akun yang terdaftar, silakan mendaftar m:
Mendaftar dalam laman KEEI Daring akan

+ memudahkan pencarian Anda melalul berbagal fitur yang hanya tersedia bagi pengguna terdaftar

+ memberikan Anda hak berpartisipasi dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan memberikan usulan kata/makna baru atau perbaikan pada
KBBI

+ menampilkan hasil pencarian dengan tambahan Informasi yang lebih lengkap (misalnya, informasi stimolagi)
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KBBI “Preventif”, diakses pada 18 Maret 2024.

BADAN PENGEMBANGAN

AN PEMBINAAN BAnasa  DBL VI Daring  cari  seputar Laman Daftar Baru  Masuk

@ Informasi: Temukan bantuan menggunakan KBBI Daring di sini,

pre.ven.tif

Tesaurus

a bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa): 2

© Pesan Redaksi

Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakal akun yang terdaftar dalam laman KBBI

Jika Anda belum memiliki akun yang terdaftar, silakan mendaftar melalui tautan in
Mendaftar dalam laman KBBI Daring akan
- memudahkan pencarian Anda melalul berbagai fitur yang hanya tersedia bagi pengguna terdaftar
« memberikan Anda hak berpartisipasi dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan memberikan usulan kata/makna baru atau perbaikan pada
KBBI
» menampilkan hasil pencarian dengan tambahan informasi yang lebih lengkap (misalnya, informasi etimalogi)

KBBI “Represif”, diakses pada 18 Maret 2024.

BADAN PENGEMBANGAN

AN PemmaaN samnaa KBBI VI Daring cari  Seputar Laman Daftar Baru  Masuk

@ Informasi: Temukan bantuan menggunakan KBBI Daring di sini.

re.pre.sif

Tesaurus

1. # bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas): pengawasa

2. a bersifat menyembuhkan

© Pesan Redaksi

Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakal akun yang terdaftar dalam laman KB8I Daring
Jika Anda belum memiliki akun yang terdaftar, silakan mendaftar melalul tautan in

Mendaftar dalam laman KBBI Daring akan

« memudahkan pencarian Anda melalui berbagal fitur yang hanya tersedia bagi pengguna terdaftar

- memberikan Anda hak berpartisipasi dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan memberikan usulan kata/makna baru atau perbaikan pada
KBBI

« menampilkan hasil pencarian dengan tambahan informasi yang lebih lengkap (misalnya, informasi etimalogi)

“Unsur Kebaruan Dalam Hak Desain Industri”, diakses pada 24 Februari 2024.

v @ UnsurKebanan Dalam Hak D X+ - o X

awfirm.id

N (031) 8495399 B8 doniadvokst@gmail.com

\\,/
PERSEKUTUAN PERDATA DONI BUDIONO & REKAN
PARTNER  JASAHUKUM  PUBLIKAS!  PERATURAN  KONSULTASI GALERI v Q&A  PERTANYAAN O

Unsur Kebaruan Dalam Hak Desain Industri Lanl

Post Terbaru

an Modal Menjad

Hak Cipta dan

TAYAT™YT ¥ M/IMMTYTS 'ﬁ
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“Ekonomi Kreatif: Pengertian, Ciri. Contoh. Jenis dan Manfaat”, diakses pada
01 Maret 2024.

Fkonomi Kreatif Pengertian, ¢

25 mediaindones:

News v Gaya v Views v Visual v Kuliner Jelita Jabar Lainnya v

e 5
Mere Comfort
i  Mereposisi Comfor

S Zone
°

Dana Zakat: Bukan
Keuangan Negara atau

Menggagas Pembiayaan
UKT untuk...
°

>

Kalom Pakar. e __J

WIP o English (=% IP Portal login

Understand & Learn v  Find & Explore v Protect & Manage v  Partner & Collaborate v  About WIPO v
fome > AboutIP

On this page =

What is Intellectual Property?

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and

artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.
What is Intellectual
Property?
Pis p\hls\{ts.lf! inlaw by, k.n ?xamp.\e, patents, copyright and trademarks, wh !rh enar\!e people to Explore the main IP types
earn recognition or financial benefit from what they invent or create, By striking the right balance
4 and how the law protects
between the interests of innovators and the wider public interest, the IP system aims to foster an . them.

vation can flourish. E 8

environment in which creativity and inn
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Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji

Lembar Revisi Dosen Penguji 1

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa _EFM /\)

2. NPM/Program Studi : Lev3: (0|02 22/1uKuy
3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HAN-HT —

4. Judul

e URATAN HALAMAR

| BhE ey Voo [ oy

V2 A .
2 W’%'\/\Yff%

PNCIZETIE A

B Dododa. 12 301k [IL- s —HEL /2015 &

T fof B w2 yys KB g - Hie1 [2016

et 12 ([ PAE g Dot

ettt [2020 | PMM?J!%M

Sy

v /

s

7 /
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Lembar Revisi Dosen Penguji 2

D
Kﬁgﬁl‘i}m PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEXNOLOGI
J. RSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HURUM
————

LEMBAR REVISI
1. Nama Mahasiswa : FU-RASIN Nu2uLAH

2. NPM/Program Studi : ToOHOW 224 ;qukum
3. Konsentrasi : PID, PERDATA - PN
4, Judul -

No URAIARN

e ere—

TPV W TV, Toural pvey
92{% Qig‘—’\()/ Ug\)«g«% A -\i

o Dﬂaon Penguijl A

A Wee th (P, SH My
e (33803 ;_'L’Lo\%o'T'Loo’L
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Lembar Revisi Dosen Penguji 3

Sy o) KEMENTERIAN pr
B ¥ PENDIDIKA
UNIVERSIT N Kenubavaa
ORSITAS PEMBAY GuNAN anm; N 13:[?1' nm: :z:uox.om
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FARUL
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e —
LEMBAR REVISI
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T T ULAY
2. NPM/Program Stug; - 200} 01022,
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